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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan  

Jalan pengakuan adalah jalan yang panjang. Jalan panjang ini searah 

dengan perjuangan pengakuan yang tidak pernah berakhir. Dalam kutipan Felix 

Baghi, Ricoeur berkata, “perjuangan pengakuan tetap tinggal tanpa batas akhir”.
1
 

Perjuangan ini juga melewati dialektika antara pengakuan dan salah pengakuan 

atau pengabaian. Berawal dari proses identifikasi sesuatu dengan jalan membuat 

distingsi-distingsi yang jelas, subjek mengklaim diri sebagai pusat makna dari 

kebenaran pengetahuan. Ia lalu bergerak menuju proses pengakuan akan identitas 

diri dengan segala bnetuk kesanggupannya untuk berbicara, bertindak, berceritera 

dan menjaga komitmen diri sebagai subjek moral yang bertanggung jawab. 

Kemudian ia sampai pada tahap di mana subjek membuka diri dan ikhlas untuk 

mengakui yang lain secara mutual dalam tindakan etis yang resiprokal. 

Jalan panjang pengakuan seperti ini tidak ditempuh dengan mulus tanpa 

halangan. Pengakuan secara inheren mengandung di dalam dirinya apa yang 

disebut salah pengakuan. Ini terjadi khususnya ketika di dalam pengakuan itu, 

orang melupakan atau sama sekali tidak mnegindahkan aspek asimetris dan 

heteronom karena hanya menekankan nilai mutual dan relasi yang resiprokal 

dengan yang lain. Pada titik ini kita perlu memperhitungkan aspek etis 

penerimaan terhadap setiap kehadiran yang lain sebagai pemberian. Karena 

                                                             
1
 Ibid., hal. 188 
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sebagai pemberian, yang lain dengan segala keberlainannya adalah suatu berkat 

yang bisa juga mendatangkan rahmat. Terhadap hal seperti ini, kita patut 

menerima yang lain dengan sikap gratitude, penuh rasa syukur dan berterima 

kasih, karena semuanya adalah berkat kebaikan kasih.  

Persoalan-persoalan mutakhir yang muncul dalam bingkai praktek politik 

di Indonesia semakin menunjukkan ketidakberesan yang sulit untuk dibiarkan. 

Gejolak persolan ini semakin mengancam berbagai macam pihak, mulai dari 

orang perseorangan, kelompok maupun institusi-institusi tertentu, khususnya 

rakyat kecil yang berhadapan dengan ketimpangan politik di Indonesia pada era 

reformasi ini.  

Bertolak pada konsep etika pengakuan dalam suatu tatanan politik yang 

digagaskan oleh Paul Ricoeur penulis bahwa wajah politik Indonesia tidak lagi 

menunjukkan diri sebagai sesuatu yang mulia yakni bertuujuan untuk mencegah 

dan memecahkan konflik kepentingan dalam masyarakat dan berfungsi  

memanusiakan penggunaan kekuasaan dalam masyarakat, tetapi telah berubah 

wajah menjadi penindas, sarana unutk melegitimasi kejahatan, sebagai permainan 

dan bisnis serta menjadi tameng pembenaran diri oleh para kaum elit politik dan 

pemangku kekuasaan. Arti politik yang semulanya suci, kini menunjukkan wajah 

yang kian seram menakutkan dan penuh dengan lumpur dosa. Ketimpangan 

politik ini menjadi tugas berat yang patut dibaharui oleh berbagai pihak di masa 

mendatang. 

5.2 Catatan Kritis 
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Gebrakan besar pemikiran Paul Ricoeur tentang etika pengakuan mutual 

ini sebagai etika politik yang merupakan konsep normatif dan persuasif yang 

begitu urgen dalam sebuah pemikiran tentang politik itu sendiri. Ricoeur 

menjelaskan bahwa etika politik dapat dilihat dalam dua garis pemikiran ini. 

Pertama, ia berkenan dengan kostitusi diri yang dialogal. Dalam konteks 

konstitusi diri yang dialogal digambarkan dalam dialektika antara indentitas ipse 

dan yang lain. Kedua, secara vertikal, ia berkenan dengan konstitusi hierarkis dari 

predikat-predikat yang mengkualifikasi tindakan dan perbuatan manusia yang 

ditilik sebagai obligasi atau kewajiban dari sudut pandang moral. 

Keagungan konsep pemikiran Paul Ricoeur tidak pernah dapat mengarsir 

fakta bahwa ia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Sebagai makhluk ciptaan 

ketaksempurnaan manusia dalam segala hal adalah sesuatu yang mutlak. Begitu 

pula yang penulis temukan dalam diri Paul Ricouer khususnya dalam kaitan 

dengan pemikirannya tentang pengakuan mutual dan etika politik. Untuk itu 

pandangan paul Ricoeur tersebut juga terbuka pada kritik demi membangun 

sebuah keseimbangan dalam diskursus tentang filsafat politik itu sendiri. 

Dalam pemikiran tentang perjuangan untuk diakui dalam pengakuan 

mutualnya, Paul Ricoeur benar-benar mengedepankan aspek kemanusiaan 

manusia. Ia menjelaskan keterkaitan antara etika dan yuridiksi yang perlu bagi 

peranan hati nurani. Ia memulainya dari poin legalitas yang dirunut kembali 

kepada moralitas dan dari situ mendapat rujukannya pada hati nurani. Ada tiga ciri 

menonjol dalam legalitas. Pertama, larangan yang tampak sebagai sisi negatif 

hukum. Ricoeur di sini menyebut 10 Perintah Allah yang jelas bernada negatif, 
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seperti jangan membunuh, jangan mencuri (korupsi). Ricoeur sendiri melihat nada 

negatif ini sebagai berdimensi represif.  

Kedua, adanya klaim universalitas yang dilihat sebagai prinsip validitas. 

Misalnya, larangan membunuh akan kehilangan sifat normatifnya jika perintah 

tersebut tidak diterapkan ke semua orang, di semua kondisi, tanpa kecuali. Tetapi, 

bagaimana dengan kekecualian dalam keadaan-keadaan khusus? Jika ada 

pengecualian, itu justru berarti adanya penghormatan terhadap universalitas 

aturan. Dengan kata lain, harus terdapat aturan yang membenarkan pengecualian 

itu, yang memiliki bobot legitimasi yang sama dengan aturan dasar (universalitas 

hukum). Ketiga, pluralitas manusia dalam kaitannya dengan norma atau aturan. 

Apa yang secara universal menjadi perintah dan larangan, dalam keadaan tertentu 

justru memperlihatkan kerapuhannya. Relasi diri dan orang lain merupakan relasi 

protagonis kewajiban. Karena itu, bersama dengan Kant, Ricoeur memisahkan 

apa yang menjadi milikmu dan apa yang menjadi milikku dengan tujuan 

membatasi kebebasan manusia individual. Gagasan jarak keadilan (just distance) 

ditemukan lagi di sini. Dengan pemahaman demikian, cita-cita dari perjuangan 

untuk diakui dalam pengkuan mutual dapat menjadi sumbangsi positif bagi sistem 

politik di Indonesia secara khusus dalam massa reformasi ini. 

 

 

5.3 Relevansi 



104 
 

 Pertama, melalui pemikirannya tentang etika politik, Paul Ricoeur secara 

fundamental memberikan suatu sumbangan etika, pro-kehidupan. Bahwa 

penghargaan terhadap hak hidup setiap manusia dalam segala hal merupakan 

tindakan moral paling tepat yang harus diambil setiap orang dalam kehidupan 

bersama orang lain. 

 Kedua, dalam konteks sistem politik di Indonesia (era reformasi) yang 

ditandai dengan berbagai fenomena praktek politik yang menyimpang, kita 

disadarkan untuk peduli terhadap ketidakberesan stadium akhir praktek politik 

khusunya di Indonesia. Karena praktek politik yang menyimpang berpotensi 

mengancam stabilitas sebuah negara. Oleh karena itu, pandangan Paul Ricoeur 

tentang pengakuan mutual yang adalah wujud etika politik ini, merupakan sebuah 

solusi besar bagi oknum-oknum yang terlibat dalam segala urusan mengenai 

praktek politik, khususnya bagi kaum elit politik/politikus dan para pemangku 

kekuasaan agar mengedepankan aspek moral yakni bersumber dari hati nurani 

dalam menjalankan tugas yang diamanatkan rakyat. 

 Ketiga, di kalangan kaum akademisi. Di tengah dominannya 

perkembangan pengetahuan dalam bidang politik yang lebih merujuk pada 

kesalahan pengakuan dan keambrukan dalam prakteknya oleh para elit politik dan 

pemangku kekuasaan yang semakinkompleks, penulis mengharapkan kiranya, 

pandangan Paul Ricoeur tentang etika pengakuan mutual sebagai etika politik 

memberikan kontribusi bagi segenap akademisi yang sedang bergelut di dunia 

politik maupun sebaliknya. 
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 Keempat, dalam konteks masyarakat luas. Di satu sisi Pandangan Paul 

Ricoeur membangunkan kembali kesadaran masyarakat tentang banyak 

ketimpangan yang semakin mengerikan dalam fakta praktek sistem politik di 

Indonesia, pada massa reformasi. Di sisi lain menyadarkan masyarakat untuk 

kembali menghidupi tugas pengawasannya dan menagih janji aspirasi mereka, 

sebagai wujud dari konsep perjuangan untuk diakui bahwa mereka punya aspirasi 

dan punya utang pada orang-orang (politikus/penguasa) yang sering salah 

mengakui masyarakat sebagai yang lemah dan tertindas. 
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